BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA"
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk efektivitas pelayanan perizinan dan non
perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4571);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraa Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
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18.
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Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6
Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya 2013 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 16);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan dan
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya
selaku PPTSP.

(2) Apabila Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka

penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh:

a. Pelaksana Harian (Plh), apabila Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya berhalangan
sementara paling lama 3 (tiga) bulan;



b. Pelaksana Tugas (Plt), apabila Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya yang definitif belum
ditetapkan.

(3) Pendelegasian kewenangan pelayanan dan penandatanganan
perizinan dan non perizinan sebagaimana dimakssud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan fungsi teknis
yang meliputi :

a. Survey lapangan;

b. Kajian teknis;

c. Rekomendasi teknis;
d. Pembinaan teknis; dan
e. Pengawasan teknis;

(2) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berhalangan, maka penandatanganan rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh:

a. Pelaksana Harian (Plh), apabila Kepala Perangkat Daerah
berhalangan sementara paling lama 3 (tiga) bulan;

b. Pelaksana Tugas (Plt), apabila Kepala Perangkat Daerah yang
definitif belum ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 juni 2016

BUPATI KUBU RAYA, (\-

; RUSMAN ALﬂ

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal . 28 Juni 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.
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ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2016\ NOMOR..22......om



